WALIKOTA DEPOK

PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR 02 TAHUN 2012
TENTANG

KETENTUAN BESARAN UANG PERSEDIAAN

Menimbang

Mengingat

s,

TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengeiolaan Keuangan Daerah, ketentuan batas jumiah
uang persediaan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang

Ketentuan Besaran Uang Persediaan Tahun Anggaran 2012;

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1988 tentang

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat I Depok dan
Kotamadya Daerah Tingkat it Cilegon (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3828);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 19889 ientang
Penyelenggaraan Negara yang Bersin dan Bebas dar
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomeor 3851);
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara {Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubiik indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ientang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan
Negara {Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400,

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Momor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua alas
Undang-Ungang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang {Lembaran
Negara Repubiik indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4844};

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ientang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintanan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2004 Nomor 1286, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia

Nomor 5234);
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 fentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Jambahan Lembaran Negara  Republik  indonesia
Nomor 4614);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4030);

12.Peraturan Pemeriniah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemeriniahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik {ndonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 4347);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14.Peraturan Pemerintah  Nomor 71 Tahun 2010 ieniang
Standar Akuntansi Pemerintahan {(Lembaran Negara
Repubiik indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
L.embaran Negara Repubiik indonesia Nomor 5165);

15.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011,




Menetapkan
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16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana feiah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendaharta seria Penyampaiannya;

18.Peraturan Daerah Wota Depok Nomor §7 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan vang
menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran
Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);

19.Peraturan Daerah Koia Depok Nomor 08 Tahun 2008
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota
Depok Nomor 20 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Koia
Depok Tahun 2010 Nomor 06);

20.Peraturan Daerah Kota Depck Nomor 11 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kota Depck Tahun 2008 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG KETENTUAN
BESARAN UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2012.

EBAB I
KETENTUAN UMUM
Pasai 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjuinya disingkat
OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah

Kota Depok.
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(3)
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Uang Persediaan yang selanjulnya disingkat UP adalah
uang muka Kerja vang bersifat pengisian kembaii yang tidak
dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP
adalah dokumen vang diagjukan oleh bendahara
pengeluaran uniuk permintaan uang muka kerja yang
bersifat pengisian kembali {revolving) yang tidak dapat
ditakukan dengan pembayaran langsung.
SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
SPP-GU adalah dokumen Qang diajukan oleh bendahara
pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan
yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjuinya
disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh
bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang
persediaan guna melaksanakan kegiatan OPD yang bersifat
mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran

langsung dan uang persediaan.

BAB i
MEKANISME UANG PERSEDIAAN

Pasal

A

SPP-UP hanya digjukan 1 (satu) kali dalam satu tahun
anggaran.
Pengisian kembali uang persediaan dapat diajukan meialui
SPP-GU.
Jumiah SPP-GU dapat diberikan apabila dana uang
persediaan yang telah dipergunakan sekurang-Kurangnya

75% teiah dipertanggungijawabkan.
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Dalam hal penggunaan uang persediaan belum mencapai

75% sedangkan OPD vyang bersangkutan memeriukan

pendanaan kegiatan yang mendesak namun sisa dana tidak

mencukupi, maka OPD dapat mengajukan SPP-TU dengan
kriteria sebagai berikut -

a. Balas jumiah pengajuan SPP-TU haius mendapatkan
persetujuan darn PPKD dengan memperhatikan rincian
kKebutuhan dan wakiu penggunaan;

b. Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan
daiam 1 {satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor
ke rekening kas daerah;

Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pengguna

o

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan
bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan uniuk
keperiuan seiain tambahan uang persediaan,

d. Surat pertanggungiawaban SPP-TU  disampaikan
kepada PPKD paling lambat tangga! 10 bulan
berikuinya.

BAB il
BESARAN UANG PERSEDIAAN
Pasal 3

Besaran Usng Persediaan pada OPD ditentukan

berdasarkan jumlah total belanja setelah dikurangi dengan

kebutuhan pembayaran LS.

Klasifikasi besaran uang persediaan adalah sebagai

berikut :

a. Uniuk jumiah total belanja langsung setelah dikurangi
dengan pembayaran LS sebesar kurang dari
Rp. 900.000.000,00 ({(sembilan ratus juta rupiah)
diberikan uang persediaan sebesar 1/12 dari jumlah
pagu dan setinggi-tingginya Rp.100.000.000,00 (seratus

juta rupiahy;
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b. Untuk jumiah total belanja langsung setelah dikurangi
dengan pembayaran LS sebesar Rp.900.000.000,00
(sembilan ratus juta rupiah) s/d Rp.2.400.000.000,00
(dua milyar empat ratus juta rupiah) diberikan uang
persediaan sebesar 1/18 dari jumiah pagu dan setinggi-
tingginya sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah;

c. Untuk jumlah total belanja langsung setelah dikurangi
dengan pembayaran LS iebih dari Rp.2.400.000.000,00
(dua milyar empat ratus juta rupiah) diberikan uang
persediaan sebesar 1/24 dari jumlah pagu dan setinggi-
tingginya Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Ketentuan Besaran Uang Persediaan Tahun
Anggaran 2012, sebagaimana tercantum dalam lampiran
peraturan Walikota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya

dalam Berita Daerah Kota Depok
Ditetapkan di Depok

padatanggal 3 Jonusri 2012

4 H. NUR MAHMUDI ISMA’IL
Diundangkan di Depok /d\
pada tanggal 3 Jeaueri 2092

SEKRETARIS DA/, H KOTA DEPOK,

Vv
Hj. ETY SURYAHATI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2012 NOMOR -2




LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR  : (2 Ponun 2012

TANGGAL : 3 Jsnusri 2012

KETENTUAN BESARAN UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2012

NO OFD SJUMLAH ANGGARAN BESARAN UANG
BELANJA LANGSUNG TA. 2012 PERSEDIAAN

1 [DINAS PENDIDIKAN Rp 126.683.089.078,060 { Rp  500.000.000,00
2 IDINAS KESEHATAN Rp 62.116.068.955,00 | Rp  500.000.000,00
3 |RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS C Rp 17.238.465.000,00 | Rp  209.000.000,00
4 1DINAS BINA MARGA DAN SDA Rp 211.716.341.160,00 | Rp  500.000.000,00
5 {DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN Rp 52.159.065.700,00 { Rp  500.000.000,00
6 |DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN Rp 167.098.208.588,00 | Rp  284.000.000,00
7 |BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Rp 7.430.221.370,00 { Rp  148.000.000,00
8 (DINAS PERHUBUNGAN Rp 31.203.750.600,00 1 Rp  500.000.000,00
9 IBADAN LINGKUNGAN HIDUP Rp 4.586.266.700.00 | Rp 98.000.000,00
10 |DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Rp 15.311.651.000,00 | Rp  140.000.000,00
11 iBADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Rp 8.600.008.37560 | Rp  307.000.000,0C
12 |DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL Rp 3.588.294.900.00 | Rp  127.000.000,00
13 |DINAS KOPERASI, UKM DAN PASAR Rp 18.784.265.300,00 | Rp  263.000.000,00
14 [DINAS PEMUDA OLAHRAGA PARIWISATA SENI DAN BUDAYA Rp 5670.232.550,00 1 Rp  115.000.000.00
15 JKANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Rp 2.098.717.800,00 1 Rp 78.000.000,00
16 |SEKRETARIAT DAERAH Rp 84.252.821.250.00 | Rp  500.000.000,00
17 |SEKRETARIAT DPRD Rp 26.331.847.100,00 | Rp  500.000.000,00
18 [INSPEKTORAT DAERAH Rp 1.980.720.600,00 | Rp 79.000.000,00
19 |DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Rp 7.272.349.750,00 } Rp  176.000.000,00
20 |KECAMATAN BEJI Rp 1.415.945.200,00 | Rp 73.000.000,00
21 {KECAMATAN CIMANGGIS Rp 1.470.188.264,06 | Rp 77.000.000,00
22 IKECAMATAN LIMO Rp 989.142.176,00 | Rp 52.000.000,00
23 |KECAMATAN PANCORAN MAS Rp 1.391.499.264,00 | Rp 69.000.000,00
24 JKECAMATAN SAWANGAN Rp 1.381.481.000,00 | Rp 71.000.000,00
25 |KECAMATAN SUKMAJAYA Rp 1.244.128764,00 | Rp £3.000.000,00
26 |KECAMATAN TAPOS Rp 1.5622.151.808,00 | Rp 76.000.000,00
27 {KECAMATAN CINERE Rp 1.048.113.000,00 | Rp 73.000.000,00
28 (KECAMATAN CIPAYUNG Rp 1.350.977.930,00 | Rp 66.000.000,00
29 [KECAMATAN BOJONG SARI Rp 1.466.473.036,00 { Rp 73.000.000,00
30 [KECAMATAN CILODONG Rp 1.152.734.500.00 | Rp 54.000.000,00
31 {SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TYPE A Rp 5.650.743.700,08 | Rp  132.000.000,00
32 |DINAS PEMADAM KEBAKARAN Rp 5.830.211.340.00 | Rp  164.000.000.00
33 IBADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU Rp 2.163.830.000,00 }| Rp 56.000.000,00
34 |BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Rp 1066154650000 { Rp  286.000.000,00
35 |SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI Rp 917.097.00G,00 { Rp 58.000.000,00
36 [KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KETAHANAN PANGAN Rp 7.350.786.640,00 | Rp  277.000.000,00
37 |KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN Rp 1.712.604.500,00 | Rp 46.000.000,00
38 {DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI Rp 10.075.747. 400,00 } Rp  182.000.000,00
39 |DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN Rp 9.005.880.800,00 | Rp  189.000.000,00
40 |DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Rp 4.905.740.900,00 | Rp  117.000.000,00
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pe PEMERINTAH KOTA DEPOK

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok 16431 Jawa Barat
Telp. (021) 7773610 - 7762960 Fax. (021) 77204217

NOTA DINAS
Kepada : Yth. Bapak Walikota Depok
Melalui Sekretaris Daerah Kota Depok
Dari . Kepala Bagian Hukum
Sifat . Biasa
Lampiran ;1 (satu) Berkas
Perihal ' : Penyampaian rancangan Peraturan Walikota Depok

Bersama ini kami sampaikan rancangan Peraturan Walikota Depok tentang

Ketentuan Besaran Uang Persediaan Tahun Anggaran 2012 untuk mendapat penetapan.

P Sebagai bahan pertimbangan dalam pengajuan rancangan dimaksud, dengan
| ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

a. rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud diajukan oleh Kepala DPPKA
Kota Depok, sesuai Surat Nomor : 900/2.c/Angg/l-2012 perihal Permohonan
Keputusan Walikota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuahgan Daerah, ketentuan batas
jumiah uang persediaan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;

c. Materi yang terdapat dalam rancangan tersebut telah dikoordinasikan dengan DPPKA

Kota Depok selaku unit pengusul.

~ Demikian disampaikan, apabila Bapak berkenan mohon penandatanganan
rancangan Peraturan Walikota dimaksud dan apabila Bapak tidak berkenan mohon

arahan lebih lanjut.

KEPALA BAGIAN HUKUM,

AFRIZAL. SH
196701261994031005
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) SEKRETARIAT DAERAH
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Nomor
Sifat
Lamp.
Perihal

" PEMERINTAH KOTA DEPOK

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok Telepon (021) 77217366 — 77217367
DEPOK - JAWA BARAT 16431

Depok, 2 Januari 2012

: Kepada
900/3~C/Anss [I- 2015
Penting Yth. Sekretaris Daerah Kota Depok
1 (satu) berkas Melalui Kepala Bagian Hukum
Permohonan Keputusan Walikota. Setda Kota Depok
di-
Depok

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 201 bahwa ketentuan
batas jumlah uang persediaan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.

Sehubungan "dengan hal tersebut, bersama ini kami mengajukan
permohonan penerbitan Peraturan Walikota Depok tentang Ketentuan
Besaran Uang Persediaan Tahun Anggaran 2012.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN AN ASET KOTA DEPOK
< EX RETARIS

{'1" DINAS PENDAPATAN, J“
= { PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET

NIP. 195605131982031006



Menimbang

Mengingat : 1.

WALIKOTA DEPOK

PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR ...... TAHUN .....

TENTANG

KETENTUAN BESARAN UANG PERSEDIAAN

TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKombEPOK

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor =13. Tahun 2006. tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah Pasal 201 bahwa ketentuan batas jumiah uang
persediaan ditetapkan dalam Peraturan:Kepala Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
3, perlu ditetapkan Peratu
~Uang Persediaan Tahun Anggaran 2012;

ran Walikota tentang Ketentuan Besaran

Uﬁdéng—u@dé‘ng,M}Nomoi‘f"15 tahun 1999 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat-1I Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat

~1I Cilegon {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

49, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

Undéﬁ§=Undéﬁ “Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undanj}Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indanesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



10.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Nega “Republlk Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran gara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kmega """" “Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesxa Nomor 4614),

12.

13

14.

Daerah (Lembaréﬁ Negara Repubhk 1Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4090);

”Peraturan Pemerintah Nomor - 38: Tahun 2007 tentang Pembagian
*»’Urusan Pemerlntahan aqtara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Repubhk Indone5|a T un 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran
~ Negara- Repubhk Indonesia: Nomor 4347);

Peraturan Pemermtah NOmor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor-89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741); = =

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

”‘:‘,jj}Akuntansz Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

15.

16.

17.

2010 Nomor 5165);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata
Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara serta Penyampaiannya;



Menetapkan

18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan

18,

20.

Pemerintahan Wajib dan Pillhan yang menjadi Kewenangan
Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008
Nomaor 07);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun
2008 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Depok Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor
06) ;

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Depok Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Depok Nomor 66 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG KETENTUAN BESARAN

UANG PERSEDIAAN TAHUN;‘ANGGABAN 2012 -

1,

BABI
KETENTUAN UMUM

,VPasal“«ll )

'Uang Persedlaan yang selan]utnya disingkat UP adalah uang muka
kerja:yang “bersifat pengisian kembali yang tidak dapat dilakukan
dengan pembayaran langsung.

SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah

~~dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk

‘“‘:’permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali

|angsung

SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingket SPP-GU
adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk
permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan
dengan pembayaran langsung.

SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU
adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk
permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan
OPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk
pembayaran langsung dan uang persediaan.




BAB 11
MEKANISME UANG PERSEDIAAN

Pasal 2
SPP-UP hanya diajukan 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran.
Pengisian kembali uang persediaan dapat diajukan melalui SPP-GU.

Jumlah SPP-GU dapat diberikan apabila dana uang persediaan yang
telah dipergunakan sekurang-kurangnya 75% telah
dipertanggungjawabkan.

Dalam hal penggunaan uang persediaan belum mencapai 75%
sedangkan OPD yang bersangkutafi imnemerlukan pendanaan kegiatan
yang mendesak namun sisa dana-tidak mencukupi, maka OPD dapat
mengajukan SPP-TU dengan. knterla‘, ebagan berikut :

- Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapatkan persetujuan
dari PPKD dengan memperhatikan rlncxan kebutuhan dan waktu
penggunaan.

- Dalam hal dana tambahan uang.tidak habls dlgunakan dalam 1
(satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke rekening kas
daerah: - ,

- Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa
~“uang yang diminta tidak: dlpergunakan untuk keperiuan selain
- tambahan uang: persedlaan

E paling-lambat tanggal 10 bulan berlkutnya

- BAB III
BESARAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 3

1) Besaran Uang Persediaan pada OPD ditentukan berdasarkan
jumiah total belanja setelah dikurangi dengan kebutuhan
—pembayaran LS;

2) Klasifikasi besaran uang persediaan adalah sebagai berikut :

a. Untuk jumlah total belanja langsung setelah dikurangi dengan
pembayaran LS sebesar kurang dari Rp.900.000.000,00
diberikan uang persediaan sebesar 1/12 dari jumlah pagu dan
setinggi-tingginya Rp.100.000.000,00

b. Untuk jumlah total belanja langsung setelah dikurangi dengan
pembayaran LS sebesar Rp.900.000.000,00 s/d
Rp.2.400.000.000,00 diberikan uang persediaan sebesar 1/18
dari jumlah pagu dan setinggi-tingginya  sebesar
Rp.200.000.000,00



c. Untuk jumlah total belanja langsung setelah dikurangi dengan
pembayaran LS lebih dari Rp.2.400.000.000,00 diberikan uang
persediaan sebesar 1/24 dari jumlah pagu dan setinggi-
tingginya Rp.500.000.000,00

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Depok

Ditetapkan di Depok
pada tanggal

WALIKOTA DEPOK,

. - , ttd.

NUR MAHMUDI ISMAIL

Diundangkan di Depok
pada tanggal e
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK = -

Ttd

Hi. ETY SURYAHATIL, SE, M.Si e
NIP. 196312171989032006
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN ..... NOMOR ::.




S

.
LAMPIRAN PERATURA'N WALIKOTA DEPOK

NOMOR
TANGGAL :
KETENTUAN BESARAN UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2012
NO OPD JUMLAH ANGGARAN BESARAN UANG
BELANJA LANGSUNG TA. 2012 PERSEDIAAN

1 |DINAS PENDIDIKAN “IRrp 126,683,099,078.00 | Rp 500,000,000.00
2 |DINAS KESEHATAN Rp 62,116,068,955.00 | Rp 500,000,000.00
3 |RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS C Rp 17,238,465,000.00 | Rp 209,000,000.00
4 IDINAS BINA MARGA DAN SDA Rp 211,716,341,150.00 | Rp 500,000,000.00
5 |DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN Rp 52,159,055,700.00 | Rp 500,000,000.00
6 |DINASTATA RUANG DAN PERMUKIMAN Rp 167,098,208,588.00 | Rp 284,000,000.00
7 |BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Rp 7,430,221,370.00 | Rp 148,000,000.00
8 |DINAS PERHUBUNGAN Rp 31,203,750,000.00 | Rp 500,000,000.00
9 |BADAN LINGKUNGAN HIDUP Rp 4,586,266,700.00 | Rp 98,000,000.00
10 {DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Rp 15,311,651,000.00 | Rp 140,000,000.00
11 |BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Rp 8,600,008,375.00 | Rp 307,000,000.00
12 I1DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL Rp 3,598,294,900.00 | Rp 127,000,000.00
13 {DINAS KOPERASI, UKM DAN PASAR Rp 18,784,265,300.00 | Rp 263,000,000.00
14 |DINAS PEMUDA OLAHRAGA PARIWISATA SENI DAN BUDAYA Rp 5,670,232,550.00 | Rp 115,000,000.00
15 |KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Rp 2,098,717,800.00 { Rp 78,000,000.00
16 [SEKRETARIAT DAERAH Rp 84,252,821,250.00 | Rp 500,000,000.00
17 |SEKRETARIAT DPRD Rp 26,331,847,100.00 | Rp 500,000,000.00
18 |INSPEKTORAT DAERAH Rp 1,980,720,000.00 | Rp 79,000,000.00
19 {DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Rp 7,972,349,750.00 | Rp 176,000,000.00
20 {KECAMATAN BEJI Rp 1,415,945,200.00 | Rp 73,000,000.00
21 {KECAMATAN CIMANGGIS Rp 1,470,189,264.00 { Rp 77,000,000.00
22 |KECAMATAN LIMO Rp 999,142,176.00 | Rp 52,000,000.00
23 |KECAMATAN PANCORAN MAS Rp 1,391,499,264.00 | Rp 69,000,000.00
24 |KECAMATAN SAWANGAN Rp 1,381,491,000.00 | Rp 71,000,000.00
25 IKECAMATAN SUKMAJAYA Rp 1,244,128,764.00 | Rp 63,000,000.00
26 |KECAMATAN TAPOS Rp 1,522,151,808.00 | Rp 76,000,000.00
27 |KECAMATAN CINERE Rp 1,048,113,000.00 | Rp 73,000,000.00
28 |KECAMATAN CIPAYUNG Rp 1,350,977,930.00 | Rp 66,000,000.00
29 |KECAMATAN BOJONG SARI Rp 1,466,473,036.00 | Rp 73,000,000.00
30 JKECAMATAN CILODONG Rp 1,152,734,500.00 | Rp 54,000,000.00
31 |SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TYPE A Rp 5,650,743,700.00 | Rp 132,000,000.00
32 [DINAS PEMADAM KEBAKARAN Rp 5,839,211,340.00 | Rp 164,000,000.00
33 |BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU Rp 2,163,830,000.00 | Rp 56,000,000.00
34 |BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Rp 10,661,546,500.00 | Rp 286,000,000.00
35 |SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI Rp 917,097,000.00 | Rp 58,000,000.00
36 |KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KETAHANAN PANGAN Rp 7,350,786,640.00 | Rp 277,000,000.00
37 |KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN Rp 1,712,604,500.00 | Rp 46,000,000.00
38 |DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI Rp 10,075,747,400.00 | Rp 162,000,000.00
39 |DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN Rp 9,005,880,600.00 | Rp 189,000,000.00
40 |DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Rp 4,905,740,900.00 | Rp 117,000,000.00

WALIKOTA DEPOK,

ttd.

H. NUR MAHMUDI ISMAIL




